
... 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor IJ.286); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 lentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4116); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud huruf a, perlu perlu dibuat Peraturan 
Wali Kota Cimahi tcntang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 40 Tahun 2016 

. tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kota Cirnahi Tahun 201 7; "- 

WALi KOTA CIMAHI, 

a. bahwa dengan adanya evaluasi pelaksanaan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Tahun 20 I 7 Semester I maka Peraturan Wali Kola 
Nomor 40 Tahun 201 t5 ten tang Rencana Kerja 
Pernerintah Daerah Tahun 2017 perlu dilakukan 
pcrubahan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA CIMAHI NOMOR 40 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA CIMAHI TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR 18 TAHUN 2017 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR '?b& TAHUN 2017 

CIMAHI 



... 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional 
{Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahari Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah bebcrapakali terakhir 
dengan Undang-Unclang Nornor 9 Tahun 2015 
ientang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana. Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pernbangunan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 20 IO ten tang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.8 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 



... 

Ketentuan Larnpiran dalam Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nornor 40 Tahun 201 o ten tang Rencana Kerja 
Pcmcrintah Daerah Kot.a Cimahi Tahun 20 J 7 (Serita. 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nornor 332) diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Peraturan Wali Kola ini. 

Pasal I 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WAL! KOTA CIMAHI NOMOR 40 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik 
Indonesia Nomor J 8 Ta hun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 ten tang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemcrintah Daerah 
Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Kota Cimahi 
Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2011 Nornor 134 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 
Tahun 2013 ten Lang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kola Cimahi Tahun 2012-2032 (Lcmbaran Dacrah 
Kota Cirnahi Tahun 2013 Nomor 160); 

16. Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
.Jangka Menengah Daerah Kota Cirnahi Tahun 
2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kata Cirnahi Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kola Cimahi Tahun 2012 - 201 7 (Lembaran 
Dacrah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206); 

17. Peraturan Daerah Kora Cimahi Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207); 

Mcnetapkan 



... 

BERTTA DAERAH KOTA CIMAHJ TAHUN 2017 NOMOR ?,bb 

diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 2 8 :, (..\. L.'. ?- .. l 1 

{SEKR.1:.i~.~ 

SUDIARTO 

Ttd 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal ?.. & ) "'- L..: 2.., \ 1 

Agar setiap orang mengeta hui, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota iru dengan 
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kola ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, 

Pasal II 



. \ ~ 

.... 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi 
(Lembaran 'Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 13 J.. 
Seri E); M._ 

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
Daerah; · . 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12A ayat 3 
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 201 7 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tata 
cara pemungutan dan penyetoran retribusi terminal 
dibentuk dengan Peraturan Wali Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan 
Wali Kota; 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI 
TERMINAL 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR IJ TAHUN 2017 

DERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR ?Jl,JTAHUN 2107 

re.. 
~ 
~ .... ,-,: 

. 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi, 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirnahi. 
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Daerah yang yang 

mengelola dan menyelenggarakan pelayanan terminal. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Cimahi. 
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan di atas rel. 

8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan 
bermotor yang digunakan untuk angkutan orang 
dan/ atau barang dengan di pun gut bayaran baik 
langsung maupun tidak langsung. 

9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang 
dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) 
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi. 

10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum 
untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus 
dan mobil penumpang umum, yang mernpunyai asal dan 
tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap. 

11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, 
dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. 

12. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang 
terminal untuk kendaraan bermotor, tempat kee;:; 
usaha dan fasilitas lainnya. ,J t't\ 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TATA CARA 
PENYETORAN 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN 
RETRIBUSI TERMINAL. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Daerah Kota Cima.hi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2017 Nomor 213); 

Menetapkan 



... 

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 

15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 

16. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan 
penyediaan ruang terminal untuk kendaraan bermotor, 
tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di 
lingkungan terminal yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh 
Pemerintah Kota. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SPTRD adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

20. Pelaksana Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPD adalah pelaksana yang bertanggungjawab 
dalam pengelolaan retribusi, mulai dari menghitung 
uang basil pemungutan retribusi, membuat nota hitung 
dan LPP serta menyetorkan kepada Bendahara 
Penerimaan. 

21. Nota Hitung adalah rincian penarikan retribusi yang di 
tanda tangan PPD dan di setorkan kepada Bendahara 
Penerimaan. 

22. Laporan Pemungutan dan Penyetoran, yang selanjutnya 
disingkat LPP adalah formulir sebagai laporan 
pemungutan rincian retribusi, setelah nota hitung dibuat 
dan ditanda tangan PPD dan disetorkan kepada 
Bendahara Penerimaan serta di tanda tangan. 

23. Surat Tanda Bukti Penerimaan Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran 
atau penytetoran retribusi yang telah dilakukan petugas 
pemungut kepada bendahara penerimaan. 

24. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS 
adalah formulir sebagai bukti penyetoran semua 
retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan yang ditanda 
tangan Bendahara Penerimaan dan di tanda tangan 
serta di cap Bank Jabar sebagai bukti telah terealisasi. 

.,. \ 1 ~ IV" 

·.....__... 



... 

(1) Kebutuhan SKRD diajukan oleh Kepala Bidang Angkutan 
dan Penerangan Jalan Umum kepada Kepala Dinas. 

(2) Pengajuan kebutuhan SKRD sebagaimana f maksud 
dalarn ayat (1) dituangkan dalam Nota Dinas. ,l t 

Pasal 4 

(1) Retribusi Terminal dipungut terhadap: 
a. Pelayanan terminal penumpang sebagaimana 

dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu : 
1. angkutan Bus AKAP; 
2. angkutan Bus AKDP; 
3. angkutan Non Bus/ AKDP; dan 
4. angkutan Kot.a dan atau Perkotaan. 

b. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana di.maksud 
Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu : 
1. usaha makanan dan minuman; 
2. usaha cindera mata dan bahan bacaan; 
3. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum; 
4. usaha jasa paket dan sejenisnya; 
5. usahajasa penjualan tiket angkutan; 
6. usaha jasa penitipan barang; 
7. usaha pencucian kendaraan; 
8. jasa toilet; 
9. jasa MCK. 

(2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
wajib memiliki izin trayek. 

(3) Retribusi yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dipungut 
dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 
d ipersamakan. 

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) 
disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 

(5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum 
dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

Paaal 3 

( 1) Retribusi Terminal dipungut sctiap hari di dalam terminal 
tempat pelayanan diberikan. 

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Terminal Cimindi; 
b. Terminal Pasar Antri Baru; 
c. Terminal Pasar Atas; 
d. Terminal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Cimahi. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

25. Slip Setoran adalah formulir yang ditandatangani 
penyetor, diisi dengan rincian setoran secara tunai 
sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara 
pencatatan pihak bank dan pencatatan pihak penyetor. 



... 

( 1) Koordinator Terminal setelah menerima uang basil 
pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) 
menghitung uang basil pungutan, kemudian diserahkan 
kepada Pelaksana Pemerintah Daerah di kantor Dinas 
Perhubungan dengan disertai bukti setoran yang 
ditandatangani oleh koordinator terminal selaku penyetor 
dan Pelaksana Pemerintah Daerah selaku penerima. 

(2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
kembali oleh Pelaksana Pemerintah Daerah untuk 
selanjutnya dicatat dalam Nota Hitung, Laporan 
Pemungutan dan Penyetoran serta dibuatkan Surat 
Pemberitahuan Retribusi Daerah. 

(3) Nota Hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani oleh Pelaksana Pemerintah Daerah dan 
Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan. 

(4) Laporan Pemungutan dan Penyetoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana 
Pemerintah Daerah dan Kepala Seksi Terminal Dinas 
Perhubungan. 

(5) SPTRD ditandatangani oleh Kepala Seksi Terminal. 
(6) Bentuk Nota Hitung, LPP, dan SPTRD tercantum pada 

lampiran Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 6 

(1) Petugas Pemungut retribusi terminal melakukan 
pemungutan kepada wajib retribusi dengan menyerahkan 
SKRD sebagai bukti pembayaran sesuai dengan beban 
retribusi yang menjadi kewajibannya. 

(2) Petugas Pemungut retribusi terminal menerima uang hasil 
pungutan dari wajib retribusi, beserta bukti pembayaran 
yang sah dan membawa kembali sisa SKRD. 

(3) Petugas Pemunggut setiap hari menyerahkan uang hasil 
pungutan dan bukti pembayaran yang sah kepada 
Koordinator Terminal masing-rnasing. 

(4) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan. 

Pasal 5 

(3) Nota Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Kepala 
Dinas didisposisikan kepada Pengurus Barang. 

(4) Disposisi sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi 
rekomendasi jumlah pemberian SKRD. 

(5) Pengurus Barang menyerahkan SKRD berdasarkan 
disposisi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada 
Pelaksana Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas. 

(6) Pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) menyerahkan SKRD retribusi terminal 
kepada Para Koordinator Terminal untuk jangka waktu 1 
(satu) minggu. 

(7) Koordinator terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditunjuk oleh Kepala Dinas. 



... pada ayat (1), 
lapangan yang 

. I ~I Ci ,A 

melakukan 
badan yang 

(1) Dinas Perhubungan berkewajiban 
pengawasan terhadap orang pribadi atau 
menggunakan Fasilitas Terminal. 

(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud 
dilakukan melalui pengawasan di 
dilakukan secara berkala. 

Pasal 8 

BABIV 
PENGAWASAN 

( 1) Bendahara Penerimaan menerima Nota Hitung, Laporan 
Pemungutan dan Penyetoran, dan SPTRD beserta uang 
hasil pemungutan retribusi terminal yang telah 
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 
(3), ayat (4) dan ayat (5) dari Pelaksana Pemerintah 
Daerah. 

(2) Bendahara Penerimaan menghitung uang hasil 
pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) serta memasukan hasil perhitungan 
pungutan ke dalam SIPKD dan membuat Tanda Bukti 
Penyetoran. 

{3) Tanda Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan 
Pelaksana Pemerintah Daerah. 

( 4) Penomoran Tanda Bukti Penyetoran sama dengan nomor 
SPTRD. 

(5) Bendahara Penerimaan setiap hari menyetorkan 
1angsung kepada Kas daerah Kata Cimahi melalui Bank 
yang ditunjuk dengan Kelengkapan yang terdiri dari : 
a. Nota Hitung; 
b. LPP; 
c. SPTRD; 
d. uang setoran retribusi; 
e. TBP; 
f. STS; dan 
g. Slip Setoran. 

(6) STS dan slip setoran sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) huruf f dan huruf g dibuat dan ditandatangani 
oleh Bendahara Penerimaan. 

(7) TBP, STS dan Slip Setoran divalidasi oleh Bank yang 
ditunjuk sebagai bukti penyetoran. 

(8) Bendahara Penerimaan menyerahkan Nota Hitung, LPP, 
STPRD, TBP dan STS yang sudah divalidasi oleh Bank 
yang ditunjuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Cimahi. 

(9) Bendahara Penerimaan menyerahkan Nota Hitung, LPP, 
STPRD, TBP, STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi 
oleh Bank yang ditunjuk ke Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kota Cimahi. 

(7) Bentuk TBP, STS dan Slip Setoran tercantum pada 
lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

- .. 

Pasal 7 

BAB III 
PENYETORAN RETRIBUSI 



.... 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHJ TAHUN 2017 NOMOR 3b1 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal l A':)4 .s~ s 2.> \?- 

SUDIARTO 

ttd 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal \ .A;c1J4 s~ J '-'" \) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 



... Tanda retribusi iai bukan merupaktu ijm tempat usaba ~~~~~~~~~~~~~---~~~~~ No. 000008 
No. 

Rp. 1.000,- 
<Senbu Rupiah) 

000008 Rp. 1.000,- 
(Seribu Rupiah) 

PEMERINTAH DAERAH 
KOTACIMA.111 

DINAS PERHUBUNGAN . 
RETRIBUSI 

JASAMCK UNTUK SEKALJ MASUK 
Berdasarkan Perda l<ots Cimahl No. 3/20U 

PEMERINTAH DAERAH 
KOTACIMAHI 

Dl~AS PERHUBUNGAN 

RETRJBUSI 
JASAMCK UNTUK SEKAIJ MASUK 

Btrdwrkan Perda Koh1 Ciruahi No. 3/2012 

B. SKRD Karcis Retribusi Jasa MCK untuk sekali masuk 

I. Barus dJserahkan waktu kelnar terminal 
2. Berlaku l(saru) hari 

Rp. 1.000,- 
<seribu Rupiah) 

No. 002008 Rp. 1.000,- 
<Serihu Rupiah) 

No. 002008 

PEMERINTAH DAERAH 
KOTACIMAID 

DINAS PERBUBUNGAN 
RETRIBUSI 

ANGKU't.\.N KOTA DANATAU PERKOTAAN 
Berdasarkan Perds Kota Cimahl No. 312012 

PEMERl~TAH DAERAH 
KOTAClMAID 

QINAS PERHUB~GAN 

RETRIBUSI 
ANGKOTA1' KOTA DAN ATAU .PkRKOTAAN 

Berdasarksn Ptrda Kobl Cimahi No. 3/2012 

A. SKRD Karcis Retribusi Angkut.an Kota 

BENTUK SKRD KARCIS RETRIBUSI TERMINAL 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 
NOMOR : TAHUN 2017 
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN 
RETRIBUSI TERMINAL 



.... 

-05015 
05015 

~ 
Rp. 1:000,:. 

(Seribu lw_piab) 

B. SKRD Karels Retribusi Jasa MCK untuk sekali masuk 

1. Harus diserahkan waklu keluar terminal 
2. Ber1aku 2 (satu) hari 

No. 

Rp. 1.000,- 
Tcscribu Ru.12iah) ... ... r::.~,no~ .. ,,. _._ ~0 ,) 

No. 
-. _ ..,,, 

ANGKUT!..N.XOTADiNAiaOf.ERKOTAAN 
Berdasa;-kan Perdz Kor.rCiinani r-lo. 312012 

RETRIBUSI 
ANGKUTAN KOTADAN ATAl, PERKOTAAN 

Berdasarkan Perda Kota Cimahi No. 312012 

PEMERINTAH KOTA CIMAHJ 
DINAS PERHUBL~GAN 

RETR(BUSl 

PD1ERli'iTAH KOTA CIMAHI 
DJNAS PERRURUNGA~ 

A. SKRD Karcis Retribusi Angkutan Kota 

BENTUK SKRD KARCIS RETRIBUSI TERMINAL 

LA1\.1PIRAN 

PERATURAN W ALI KOTA CrMAHI 
NOMOR : TAHUN 2017 
TENTANG :TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN 
RETRIBUSITERMINAL 



.. NamaJclas 

. ,Tahun . 
Wajib Retribusi 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang 
berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran­ 
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

PER.iWATAAN : 

JUMLAH 

Nam a Lokasi Jumlah Luas I Volume .(M2/M3) 

Objek Retribusi 
No.t--~~~~--,i--~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~-....~~~~--...-~~~~-' Keterangan 

Tarif 

PERHATIAN 
1. Ha rap diisi dalam rangkap dua (2) ditnlis dengan huruf CETA K 
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan 

.......................................... Paling lambat tanggal . 
3. Beri nomor pada kotak D yang tersedia untuk jawaban yang dibcrikan 
t. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan. 

di . 

Kepada Yth. N.P.W.P.D D D , ........ 1---.-1-1 -1 -1 -, I DJ I I I I 

SPTRD 
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 

No. SPTRD 
Masa Retribusi 
Tahun Retribusi 

PEMERINTAH KOTA CIMAHI 
DINAS PERHUBUNGAN 
JI. Rd. Demang Harjakusumah Blok Jati 
Gedung C Lt. IV 
Telp. 022 - 6654211 CIMAHJ 

' ,' 

C. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) 
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NAMA 

r- , 

~ .--, ~ i:.,,.,, ____ __;, __ 1 - i --,-- 

..._./ Jr.''. 
! 

t1! -!J J -11 IB i.'11 , S- s l. 
10-"fi,aC nu• ,r • JDJ8h 

STS lo 

PEMER!NTAH KOTA CiMAHi I 
SlJRAl TANDA SET.ORAN l 

(STS} L------------------------------------------------- ------4 
l 
I 

G. Surat Tanda Setoran (STS) 

PE.JABAJ BA-.K NJC"S OFFICIAL ICMII 

}- . "; .. , .-~-----" :t,,. ~ •_!'J&fiMf~~.-......,..DAA,&M'rUiJM.. 

S,,.VAAtu}l(AA.f!~elU.!'-1J~t,,.$'(.I\R,IT·~~T~l\.V~Bll..AJitA...:;QA.~·l€NC:V,\Q.l~.,M11,, 
IN!&-.a.G1;1r.LJ.Hor1.!AU),\$l'rc:.& ... EJlCC8'J~Y.C.U.1'cRVlA'GaYOIXJl$01'nERE!!iERVEMDA~\!El'X"-Ef'Kt1 
THESia»'A.P~llfJN rs lEG.tL N-1TR 8£11-G VAL().41£0 

pw,i:i)iKSJTUf',llJOUHNAiikWi.!JipSCG.!ll!IOOOlt(l.NAAArt.S.l.m.Rt.Fl'»,.i4,."'I.UeaJtr.:M,V.."rA.~D,t,WAi,,\T1Jot~~~ 
W.\J!INSOSIFOR.\.!Ul~,u,t{HS,'f$ .. ~~)otS,,,,~ftfJN1"(\;SIQME."lAAIOt.WTNGO'~mus..»@OOO{FNf 
M.HIOM.OM~C.1tm;COCH\w..en(1.0CLM•~1'EOMn.lHOli/E~o.t,Jt.«.$TAU."1)!9~"S~ 

SERITA ("11:SSAG!iJ 

NO IOENTITAS (KTP/SIAl1'ASSPORi) 
(l!JCARD} 

NO TEIJ' (PHONE) 

SIJ~EER OANA(SO!Jl!CE OF FUMJJ 

~!.l1Jlll!!Sll!!:!!il!l!!!:;!!!::::=~z~~~:::::::;;.i!!l!!!'ll?l!!!:!:~~cr!;S;t TP.ANSH.Sln.»WOLSiNOff·NASI\BAH.t.RPIIJl«na&»(SCAAT'l.lS..,,.....,,R\;R,\li, .. UL~ENNY' .. ~C.-.....USll.1\1~~ JI WAJi&~FMWUR~~~~IJWfS,1C,IOfffl'IMJHOISTO'l£RMICUmNGOlr'ERMsiM.«ldG).}IONE 
Hl.lflOREtJl,,IJLLKJl'10ffi1SEOt.JnlNEH7{A('..ctMUTR>~oYt'~Olli.,.,IAJ$T,U.."1')d~FOR4t" 

TERBiLANG (Iii WOllD) 

NAMA (NA>.fE) 

AVJJAT (A.OORESSJ 

')CJ,n,1~J".cff"$Nl#'f.,MOM4~C'Hl":SU-0.ll.t~9'C.(UQ.AIA.JJtooe~LJ,NM 
• c 

81A"'A KORESPONDEN 
,C-OH;~fllrC,tARGq 

BIAVA PENC3!RIMAN 
tSW?FTl'rffG&'SXN) 

JUUi.AA Dtl<J~ltM)ISETOR 
tJNi:Mfl1~t; 

~ 
i'ORiiJGN CV.'IF1E11CY 

~ 
DETAILS 

CJ WJ.AS(F<>!IE.iGNCURREHCY) • CJ ~UPtN-1110/i; 

··--·-·- .NOTELP(PHOHEJ· ---·--- - .. 
CJ 1'9,0UOUK CJ M)N,PENOUOVK 

{RES/DEHT) (NON-Rf.W-)ENT} 
STATUS PEl'.l)UOtJk 
/R!:SIDENT STATUS) 

NO REKENING (ACCOUNT NO) 

NI.MA BANK (BANK'S ,'IAJ.E) 

Al.AMAT 1,!ANK (BANl<'S ADDRESS/ 

KOOE BANK (llANK'S ccoen 
TliJUAN TRN<SAKSI 
{P#~CFTR,Uil-SAC.IrO#t 

Niii.iA (NAAl/;J 

Af.AMAT (Al)DRl;SSi 

• • • • -- _....t_ 

NO· - - .. 

D ~:t,, 
D f:;[r'ftJi;~ 
CJ CEK,1!G/PO 

1~8'1ret'P>ymcml °"*"! ~- .. ~­ /Wflhdeo'lses~ ·.....,,,.z;i.::=:iiii:=~~:::::::111 

C] SETORIJ. KC f;ftell.;0 8M.rtt BJ& 
•t9"0Si TO a.!f!'S BNM M'x:otfll) 

Cl ---·- ,o- 

TtLi.~llW'Cf.tH 
~ .... - ~ 

Nm.AR:£~.'l!)BNM"a;S 
i't>4. 'EA: &,XllQM; 

D 

D 

t:) 6:lJ.At"3IU-4,.s,o. ... 
JC(.E,RJ.YG} 

Cl """' 

F. Slip Setoran 



PEMeRINTAH KOTA CIMAHI TAHUN RETRIBUSI : 

' OINAS PERHUBUNGAN BULAN : 
JI. Rd. Oemang HlrdjlkUSUlllall Kola Clmal'li Tt!p. (D22) 5654211 

NOTA HITUNG 

N.P.W.P.D. Kepada Yth. rn I O I O I O I O I o I a I 31 02] I 0 I 0 I 1 I Kepala Olnas Perhubungan 

Kata Cimahi 

di 

TEMPAT 

DINAS / INSTANSI DINAS PERHUBUNGAN 

ALAMAT PEMERINTAH KOTA CIMAHI NOMORSPPT 974/ /PDT/ 17 

RETRIBUSI TERMINAL NOMOR BA P ................................................. 
TANGGAL : 

JENIS RETRIBUSI TPR NOMORSKRD ................................................. 
; TANGGAL TERBIT ................................................. 

MASA RETRIBUSI ; 

!JRAIAN 

Peraturan Daerah No 6 

D E F G H I J DASAR PENGENAAN RETRIBUSI JUMLAH (Rp.) 

4 1 2 2 4 Kendaraan Umum . x Rp 1,000.00 . 

Kendaraan Non Bis . . x Rp 1,500.00 . 
Retribusi Kios . x Rp 2,500.00 - 
Retribusi MCK . x Rp 1,000.00 . 

JUMLAH 0.00 

Cima hi, 

Petugas Pemertksa, Petugas Penghltung, 

~AMA BENQAl:!ABA eENfRIMA &MA 
NIP. NIP. 

D. Nota Hitung 



.... 

SUDIARTO 

ttd 

WAKIL WALi KOTA CIMAHJ. 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 

Ju 111.ah rRp I 

p 

p,llfh re. ~ T" . I C.. 

NlP 

T ,,,u!PJ ditnrlfl\a UlUI 

---· -- -- 
, 1 a,111 bu t <T' '" 

a ,.,.., ' 

to ah Ill "' r • ..y wi~. • 

PEMERINTAd KOTA CIMAHI 
TAM.IA BIJr{TI PEPf.BAYARAN 

'l"'n • i3uld 1.14.'TBP:R •, ~ .. ~, "" h t;•? ~ 

H. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 


